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7. i3adan UBS Milik Daerah yang Belanjutnya d iBfigknt BU M D adalahBurst  ri 

Usaha yang  seluruh  atau  sebagian  beBar  moñalnya  dirniliki  oleh  daerah 

didirikan  oleh  Pemerintah  Kabupaten  Soppeng   baik   bentuk   Per seroan 
TerbataB maupun Peru en lisanDaerah. 

8. Barang milik daerah adalah aemua barang yang dibeli atau diperoleh atas 
beban APBD atau beraaal dari perolelian lairinya yangsah. 

9. Uruaan pemerintafian konkuren adalah iiru Ban pemerintahan yang dibagi 
bersama antara pemerintah pusat dan daerah provinai dan daerah 
kabupaten/kota, dan urusan pemerintahan konkuren yang dlBHa hkan ke 
daerah menjadi da apr pelaksanaan otonornidaerah. 

10. Urusan pemerintahan waj ibterdiri atas urusan pemerintahan yang 
berkaitan dengan pelayanan dasar dan uru san pemerintahan yang tidak 
berkaitan dengan pelayaiiandasnr. 

Uruaan pemerintahan wajib adalah adalah uru aan peinerintahan yang 
wajib diselenggarakan oleh aemua daerah. 

12. Uruaan pemerintahan pilifian adalah uru san pemerintahan  yang  wajib  
dilaksariakan oleh daerah se8'Dmi dengan potenai yang dirnilikidaerah. 

13. Pelayarian da aar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan 
d&BBC'wargaNegara. 

14. Pelayarian publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka 
peinenulian kebutuhan pelayanan Besuai ketentuan peraturan perundang- 

undangan   b& B &£akat SUB b&ang, jasa, dan/atau pelayanan 
administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayananpublik. 

15. Standar pelayanan publik adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu 
pelayarian dasar yang merupakan uru aan pernerintahan wajib yang 
berhak diperoleh aetiap warga Negara aecaraminimal. 

16. Penyelenggara pelayanan publik yang aelanjut nya  disebut  Penyelenggara 
adalah Kepala SKPD yang menyelenggarakan pelayarianpublik. 

17. Pelaksan  pelayanan  publik  y££ng  Belanjutnya  disebut   Pelaksnna   adalah 
pejabat, pegawai, petugas, dan  aetiap  orang  yang  bekerja  pada  SKPD  dan  
iSUMD yang bertuga B melaksanakan tindakan atau aerangkaiantindakan 

18. Kinerja adalah garnbaran  inengeriaitingkat  pencapaian  aa aaran  ataupun 

tujuan SKPD dan BUMD sebagai penjabaran dari viai, Bi, serta 8'trategi 

SKPD dan BUMD yang mengindikaaikan tingkat keberha ailan dan 

kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan 

kebijakan yang ditetapkan. 
19. Standar pelayanan adalah tolok ukur yang dipergu nakan sebagaipedornan 

penyelenggaraan pelayarian dan acuan penilaian kualitas pelayarian sebagai 
kewajiban dan janji Penyelenggara  kepada  ma8'yarakat  dalam  rangka 
pelayaiian yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur. 

20. lnovaai adalah rOB€•B kreatif penciptaan pengetahuan dalam melakukan 

penemuan baru yang berbeda dan /atau rnodifdcaai dari yang sudahada. 

21. Inovaai pelayaiian publik adalah terobosan jeniB  elayanan  baik  yang 
merupakan  gagasan /ide  kreatif  dan/atau  adaptaai/rnodifikaai  yang 

memberikan rnanfaat bagi masyarakat, b  B&&&langsung maupun tidak 
langsung.  Dengan  kata  lain  inovasi  pelayaiian  publik   sendiri   tidak 

inengharu akan Buatu penernuan baru,  tetapi  dapat  merupakan  suatu 
pendekatan baru yang beraifat kontekstual dalam  arti  inovaai  tidak  terbata s 
dari tidak ada keniudian mu ncul gagaaan dan praktik inovaai, tetap i dapat 

berupa inova i ha8'il dari perluasan maupun peningkatan kualitas pada 
inovasi yangada. 

22. Maklumat pelayanan adalah pernyataan  tertulis  yang  beriai  keaeluruhan 

rincian kewajiban dan janji yang terdapat dalam Btandar pelayanan,atau 
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Evaluasi Penyelcrtggaraan Pclayannn 

 

(I Penyelenggara wajib melaksanakan evalua8'i terhadap Klnerja Pelakaana 

di lingkungan SKPD dan 8UMD yang beraangkutan secara berkala dan 

berkelan]utan. 

BerdaBarkart haBll evaluaBi &cbagairnarta dlrna/BVd pada  ayat(Ij, 

Penyelenggara wajib melakukan upaya penlnglcatnn kapasltns 
Pelak8ann dan/atau kelengkapan earana donprasarana. 

(3|EvaluaBiterhadapKinerjaPefakeanaB0bagaimanadirrtBlcBWdpadaayat(
t dilakukan dengan lndihator yang jelas dan terukur,
 dengan mentperhatlkan perballcan prosedur dan/atau 
penyentpumann organleaBi BeBuai dCrtgan esnB Pelayannrt Publlk 
berdaenrkan ketenhJan peraturan pcrurtdang-undangan. 

(4| Pertyelenggara dart seluruh bagian orgartfBaBl pertyelenggara 

bertanggungjawab atas kcñdakrnnntpuan, pelanggaran, 
dankcgagaJan penyelenggerannpelayanan. 

 

Pasal t6 

(IPenyelenggera wajib secara berkala ntengadalcan evaluasi 
klnerja penyelenggarann PelayananPublik. 

(2| KlnerJa sebagaimana dimaksud pada ayat (I | dlukur Becara ntenyeluruh 
dariaspek: 

a. mnBukan, nterupakart indikator keberhaetlan efisicnBi Buntber 
daya unhJk rnenghaeMcan keluaran danhaBfl: 

b. @DOB0B, merupakan indikator kejelasan proaedur, 
penyederhanaanprosedur, kecepatan, ketepatan dengan biaya 
nturah;dan 

o. keluaran, merupakan lndlkator tingkat kepuasan pelayanan dan 
peningkatan pelayanan. 

 

 
(IPenyelenggarawajibrnefalcukanpenyeleLsianterhadapPelakBBecara 

traneparan, non diskrtntlnatif dan adll, eesual ketentuan peraturan 
perurtdang-undartgart. 

(2) Penyelenggara dapat memberikan pcnghargaan kepada Pefaksana 
yangmemiliki prestasikerja. 

(3| Penyelenggara dapat memberikan eanksi kepada Pelakaana yang 
melalttJkan pefanggaran ketentuan Internal penyelenggaraan 
Pelayanan Publlk. 

(4| Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme penyclcksfan, 
pentbertan 
pcnghargaandanBanhBisebagaimanadimaksudpadaayat(I|,ayat(2|, 
ayat (3|, dan ayat (4| berdaBarkart ketentuan peraturan perundang- 
undangan. 
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